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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seorang dosen mungkin saja menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan
bertahun-tahun untuk mengarang sebuah buku, guna pengembangan ilmu
pengetahuan dan untuk menjadi bahan perkuliahan bagi mahasiswanya. Seorang
dosen sastra membutuhkan waktu lama untuk berfikir dengan jerih payahnya
kemudian menghasilkan sebuah novel yang berkualitas dan memiliki nilai moral
dan ekonomis dalam ciptaannya itu. Demikian juga dengan seorang ahli komputer
menguras fikiran dan tenaga dalam menciptakan sebuah program (software) baru
untuk kemudahan umat manusia dalam membantu berbagai kegiatannya
menggunakan komputer.

Tetapi dalam kenyataannya banyak karya-karya dosen ini ditiru dan
diperbanyak oleh orang lain dengan mendapatkan keuntungan secara ekonomis.
Dalam kehidupan sehari-hari sebagian dari dosen mungkin menganggap persoalan
itu sebagai hal yang biasa saja dan tidak perlu dituntut, dan mungkin sang dosen
berfikir sepanjang hasil karyanya dinikmati oleh umat manusia, dia bersyukur
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pada masa kehidupan masyarakat tradisional, hasil karya seni, sastra dan
ilmu pengetahuan di Indonesia masih dianggap sebagai karya yang boleh dan
dapat dimiliki serta dinikmati oleh siapa saja. Karena kehidupan sosial yang
bersifat kolektif lebih diutamakan dari pada kehidupan individu. Tetapi seiring

berkembangnya peradaban dan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat, hasil



karya ini tidak lagi hanya dinikmati oleh orang lain, tetapi sudah menjadi lahan
bisnis bagi perbanyakan dan perdagangannya. Karya seni dan karya sastra lama
mungkin sudah berbeda nilainya dengan karya seni dan karya sastra di masa
sekarang. Nilai ekonomis yang terkandung merupakan sebuah motivasi oleh
penciptanya. Dari hasil perlindungan hak cipta ini diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan dosen dan secara umum peningkatan kesejahteraan bangsa dan
negara.

Sejak awal pengembangan HKI di Indonesia telah banyak menimbulkan
silang pendapat dikalangan masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang
menentang. Argumentasi yang sering dikemukakan oleh pihak yang menentang
adalah :

a. HKI tidak cocok dikembangkan di Indonesia karena merupakan paham
individualisme, bertentangan dengan budaya hukum Indonesia yang lebih
mengedepankan hak masyarakat dari pada individu.

b. Kehadiran HKI dipaksakan karena tekanan internasional, khususnya
Amerika.

c. HKI merugikan negara-negara berkembang sebaliknya menguntungkan
negara-negara maju.’

Permasalahan hak kekayaan intelektual berkaitan dengan berbagai aspek,
seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya.
Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya
intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai

permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak keyaan intelektual tersebut.
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Hukum harus mampu memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga
mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada
tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Aspek teknologi juga merupakan faktor yang dominan dalam
perkembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Perkembangan
teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa
semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh
pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini hak kekayaan intelektual menjadi semakin
penting. Hal ini disebabkan HKI merupakan hak monopoli? yang dapat digunakan
untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan
menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan
tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual/TRIPs), melalui Undang-
undang nomor 7 tahun 1994. Selain itu Indonesia juga meratifikasi Berne
Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne
tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor
18 tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrighs Treaty
(Perjanjian Hak Cipta WIPO/WCT) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun
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Hingga saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 tahun
1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun
1997. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang
sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang pelu
disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di
bidang hak cipta. Termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya
intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Selain itu kita
perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak cipta disatu pihak dan hak terkait
di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang
bersangkutan secara lebih jelas.* Saat ini di Indonesia memakai Undang-undang
No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara
otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika hak cipta timbul secara otomatis maka untuk apakah pencipta
mendaftarkan ciptaannya ? pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena
pendaftaran. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu
diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendafataran ciptaan tidak merupakan
suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian pencipta maupun

pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat
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pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai bukti awal di pengadilan apabila
timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-undang Hak Cipta ayat (2) disebutkan
bahwa pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi
dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan
yang tidak terdaftar, serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat
membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya
berdasarkan pembuktian tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka dengan ini perlu di identifikasi, di
inventarisasi serta dirumuskan aspek perlindungan hukumnya atas karya-karya
cipta dosen di Universitas Riau. Juga agar para dosen dan peneliti di Universitas
Riau tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang memperbanyak, memperdagangkan
hasil ciptaan mereka dengan tanpa hak dan kewenangan untuk memperbanyaknya.
Maka oleh Sentra HKI Universitas Riau diusulkan sebuah penelitian yang
berjudul “Pemetaan Potensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum atas Karya-karya

Dosen dan Civitas Akademika Lainnya di Universitas Riau.

1.2.  ldentifikasi dan Perumusan Masalah
Guna mengimplementasikan penelitian ini, maka dirumuskan beberapa
permasalahan yang merupakan fokus utama di dalam penelitian ini. Rumusan
masalah adalah :
1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum atas hasil karya cipta dosen di

Universitas Riau ?



1.3.

1.4.

Bagaimanakah proses atau mekanisme pendaftaran hak cipta atas hasil

karya cipta dosen di Universitas Riau ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum atas hasil karya cipta dosen
di Universitas Riau.

Untuk mengetahui proses atau mekanisme pendaftaran hak cipta atas hasil

karya cipta dosen di Universitas Riau.

Kegunaan Penelitian

Kontribusi atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu
sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai aspek-aspek
hukum yang dapat dijadikan dasar bagi perlindungan hak cipta. Dan secara
teoritis akan menjadi data base awal bagi identifikasi dan inventarisasi
hasil karya dosen yang merupakan bagian dari hak cipta di Universitas
Riau.

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan informasi kepada pihak-pihak yang terkait
dalam perlindungan hukum atas karya-karya dosen dan civitas akademika

lainnya di Universitas Riau.



